BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : j TAHUN 2020

TENTANG

PENERHIAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Mengingat

DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~ BUPATI EOLAKA TIMUR,

. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Kolaka Tirnur tentang Sistem Zonasi Penerimaan
Peserta Didik Baru.

. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik-

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 078, dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang WNomor & Tahun 2013 Tentang

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3206);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2461, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 24, Tambahian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

. Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi terakhir
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

. ‘Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010  tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembarml Negara Republik
‘Indonesia Nomeor 5157);

'‘Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenting
"Pernbinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

. .Peraturan Presiden Nomor 72 Tehun 2019 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 207}); |
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Non;:ior
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
-Dasar dan Menengah (Berita. Negara Republik Indonema
Tahun 2016 Nomor 955); (r
Peraturan Menteri Pendidikan den Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor S795)
‘sebagaimanea telah diubah dengan Peraturan Mented
Pendidiken dan Kebudayaan Nomor 9 Tghun 2019
-‘tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pend:dlk@n
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
‘Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 236); i
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang SIStE:IIl
Pendidikkan Dacrah;

Peratuiran Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hnglmp
Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
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Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hngkup
Kabupaten Kolaka Timur.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG!

~ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN:
KAWAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH;'_:
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR *

N

BAB 1
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kolaka Timur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unspr
penyelenggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutmya disingkat OPD adalah
Qrganisasi Perangkellt daerah Kabupaten Kolaka Timur. !

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan wusan pemerintahan .?,}:li

bidang pendidikan. |

. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu
bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidiken formal.

. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disinglat SD, adalah salah satu benﬁ&k

~ satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum p.:—llff;la

10.

I1.

12.

13,

jenjang pendidikan dasar. L
Sekolah Menengah Pertama, yang selanjiitnya disingkat SMP, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pcndidﬂ%én
umuimn pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, M, a;_11t;gu
bentu‘k lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dialcui salma
atau setara SD atau MI. .
Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adai’ah
penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolal. |
Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada
satuan kelas dalam satu Sekolah.

Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran



: 14 Sertifikat Hasﬂ Ujian N asmna] yvang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat

keterangan vang berls1 Nilai UN serta tingkat capaian Standar I{umpetensx
Lulusan yang dmyatakan dalam kategori.

Ly

15. Data Pokok Pendidakan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu

mstem pendataan yang dikelola olesh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendldlk

da.n tenaga Lependidlkan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber, o
dari satutan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. 4

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan: o
a. nondiskriminatif;
b. objeltif:
c. transpararn, . ._
d. akuntabel; dan t
. berkeadilan. ]

Vo s

- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikecualikan b
- Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender
atau agama tcrtentu ot

Pasal 3

. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
" a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

- "h. digunakan sebagal pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanaka.n
PPDB.

BAB 1L
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatn
Pelaksanaan

Pasal 4 it
¥ (

{1) Sekolah yang dxselenggamkan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PF‘DB
pada bulan Mei set:ap tahun.

(2} Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dimulai dari .
- tahap:
& pengumuman pendaftaran penecrimaan calon peserta didik bam 'pada

Tt T e haseanalitan vaneg dilakukan secara terbulea; F



i,
(1} Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana.
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2} huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
d. pengumuiman penetapan peserta didik baru; dan
e. daftar ulang.

" Pengumuman Pendaftaran

. Pasal 5

bagi: ;
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemermtah Daerah; dan
h. satuan pendidikar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima
dana BOS. o

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaiman_;é

dimaksud pada pasal 4 ayat {2) huruf a, paling sedikit memuat informasi
‘sebagai berikut: | ]
a, persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jatur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jatar
perpindahan ofangh::a /wahn dan jalur prestasi;
" jumlah daya tampung vang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP
sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan

1
'

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi FPDB.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana

dimakstid pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media
lainnya. : y

)

(4} Pengumuman pene¢tapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada,f‘gyat

T

(2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(S} Penetapan peserta' didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan jguru

yvang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala
Sckolah.

Pendaftaran
Pasal 6

(1) Pendaftaran. PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2) huruf b

dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan {&aring}
dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan
* -=~m mendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

e
&
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(i%] Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui,
mekanisme tuar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen ya.ng:u
dibututhkan sesuai dengan persyaratan. <5

; Bagian Kedua . ket
, FPersyaratan j:;"':
| Pasal 7 1%
Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: £

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A

~dan

b. herusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 [enam) tahun untuk kelompok B. ‘
Pasal 8

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
B a. 7 {tujuh) tahun sa_mpal dengan 12 {dua belas) tahun; atau
. paling rendah 6 {enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai i
dengan 12 (dua belas) -tahun "
(3] Pengecualian syarat ‘usia paling rendah 6 (enam} tahun sebagalmana*._
dimaksud pada ayat {1] huruf b yaitu paling rendah 3 (lima} tahun 6 (enarﬂ]
bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon®
peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimcwa'_
dan kesiapan psikis'l. vang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari®
psikoiog profesional. :
{4} Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tidak
terscdié, rekomendasi dapat dilaknkan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 9

P;:-;rsyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
a. berusia paling tinggi 15 {jima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjelan; dan -
b memiliki fjazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain ya.ng
sederajat.
, Pasal 10

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9,
_dibﬁkﬁkan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang clikeluarkaﬁ.

alale wdlende ' hamrramomer Ase Aflaaaliois Alal haeahk flrasala deca cetarntat



Pasal 11

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga
negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar -
negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. -

 wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani'i-

i bidang pendidikan dasar dan menengah.

(2} Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat [1), peserta
didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa
Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang
bersangkutan.

Pasal 12

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud i
*

clalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dikecualikan bagi peserta d1d1k.
penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

y

. Pasal 13

(1) Sekolah yang: ' :
a. menyelenggarakan: pendidikan khusus; |
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
¢. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi

persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud
dala.m Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 huruf a.

(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} beriaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu.

q Pasal 14

'Sekolah wajib me]akulfan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data
‘peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDE

d Pasal 15

. (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. Zonasi;

b. afirmasi;
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(2} Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1} huruf a paling sedikit
50% (lima puluh peréen] dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit
15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. '

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/waii sebagaimana dimaksud dengan ayat

- {1) huruf ¢ paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) hurufl d paling banyak
0% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah. :

(6) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru
-selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jahur
zonasi atau jalur prestasi.

-{2) ‘Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {5} tidak berlakl
| untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 {satu)
SD. 3 5

' i Pasal 17

(1} Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud
" dalam Pasal 15 dikecualikan untuk:
" a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b Seknlah Kerj;'i Sama,
“c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
('1 Sekolah yang mezllyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
e. Sekolah berasrama; b
f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat
memenuhl ketentuian jumlah peserta didik dalam 1 {satu} Rombongan 4

BRelajar. v i
(2} Pengecualian ketenfuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah
yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan |
jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana “
dimaksud pada ayat (1} huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
' dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang ik
menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.



Jalur Zonasi
Pasal 18

!

{1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit

(2)

3)

(4)-

. dengan Sekolah asal. :

50% (ima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {2)
Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima
calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah
Daerah.

Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1
{satu) tahun sebetum pelaksanaan PPDB.

Kartu keluarga dapat diganti dengan surat Keterangan domisili dari rukuh
tetangga atan rukun warga, vang dilegalisir oleh hurah/kepala desa setempat
yang menerangkan blahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisih
paling‘singkat 1 {satu} tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
Selolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau
surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama &

!
Pasal 19

{1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (safu) jalur dari 4 [empat) jalﬁr

)

{1)

2)

(3)

- pendaftaran PPDB dalam 1 {satu} wilayah zonasi.

- g
?elain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan

domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik
dapat melakukan jnenda.fta:an PPDB melalui jalur afirmasi ataun jalur

- prestasi di luar wildyah zonasi domisili peserta didik sepanjang memernuhi

i

persyaratan. . .
X Pasal 20 "

Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah

sesual dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domigili

peserta didik dengan Sekolah. \
Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaima:pa
dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya,
tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah
pada setiap jenjang di daerah tersebut. .;
Pemerintah Dacral sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan sen'iua

wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jmjall!lg
Ll
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' (4) Dinas Pendidikan ‘v;lajib memastikan bahwa semua Sekolah ya.ngﬁ-}
diselenggarakan oleh’ Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah:
menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan. N
{5} Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l}";';
wajib diumumkan paling lama 1 (saiu) bulan sebelum pengunmuman secarati
terbuka pendaftaran F';PDB. :
(6} Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada:l':ik
ayat (1}, Dinas Per;didikan Kabupaten melibatkan musyawarah atau,
kelompok kerja kepala Sekolah. _
{7) Bagi Seckolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau,
" kabupaten/kota, peﬁetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana;
dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara.
tertulis antar Pemerintah Daerah,.

Jalur Afirmasi
Pasal 21

{1} Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3} diperuntuklean’
. bagi: " = ;
ar peserta didik yang berasal dan keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atat

‘b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakar'fi
layanan inklusif. ; ‘

(2) Peserta.didik bara yang berasal dart kehiarga ekonomi tidak mampﬁ
.7 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga txdalc

-

mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintabh Daerah.
{3) Peserta didik yang masuk melalni jalur afirmasi merupakan peserta d.ldlk
'~ yang berdomisili di’ dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang
bersanglkutar.

Pasal 22
(1 ;Oran.g taa/wali peiserta didik wajib membuat surat keterangan yarig
. ineriyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbultti memalsukai
“bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dafi
" Pemerintah Pusat atau Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada
. "pasal 21 ayat (1) bagian a. y
{2) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbuki memalsukan bukt

1 "1

todeem dolows wramram nenaneanan keluarga tidak mampu dan
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i
"

Pemerintah Pusat atau Pemenntah Daersh sebagaimana dimaksud pads': :_

pasal Eliayat {1) bagiai.n a, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah. !

(3) Sanksi pengehiaran . dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat {2]

" diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sckolah bersama dengan kﬂmlte
Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(4} Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam progrmn
penanganan keluarga tidal mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemenntalr_].'
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Sekolah bersama Dma's:
Pendidikan Kabupaten wajib melakukan verifikasi data dan lapangan sertd
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan Lketentuan perundang:
unda.ngan

(3) Pernyataan bersedia. diproses secara hulcum sebagaimana dimaksud pada
ayat'(3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaasi

sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. |

(B) Si?.ﬂksi pengeluaran dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsultan keadaan sehingga seolah-
olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Jalur Permindahan Tugas Orang Tua/Wali .

Pasal 23 o

{1} Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dajam Pasal 15,
ayat (1} hurof ¢ dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,
~ kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. J
‘.(2] | Knota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk 4
Pasal 24
: [1j Jalur perpindahan tilgas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pas_:';l
15 ayat (1) huruf ¢ ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di hi'c;lr
. zonasi Sekolah yang bersangkutan. |
" {2} Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibuktikan deng%i.n
surat penugasan darl instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan ya-ﬁg

mempekerjakan.

Jalur Prestasi

Pasal 25
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 a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau R
b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupuﬁ

nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasiopal, tingkat
provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2} Bukt atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
paling singkat 6 {enam) bulan dan paling lama 3 {tiga} tahun sejak tanggal
penda..ftaran PPDB.

{3} Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didilk

vang berdomisili.di luar zonasi 8ekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat .
T ‘ Selekst
Pasal 26 :
(1) Seleksicalon peserta didik bar kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalurr
zonast, afirmasi, dan. jahur perpindahan tugas orang tia/wali. i
" (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satw) SD mempertimbangkan kriteria
‘dengan urutan prioritas sebagai berikut: "
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan J
b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. .
(3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama,
: 'maka penentuan pé&erta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon
. peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. .
(¢) Dalarn seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dﬂakukan tes

membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 27

1
(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 {(tujuh} SMP menggunakan jalur |
zonasi, afimnasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. I
(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 {tujuh) SMP dilakukan dengan
mempiioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan. ,
(3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya
tampung terakhir: menggunakan usia peserta didik yang Iebih tfua
“herdasarikan snirat keterangan lahir atau akta kelahiran.
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Pasal 28

(1] Seleksi calon peserta; didikt baru kelas 7 (tujuh} SMP yang menggunakar,;

'mekar'tisme daring dilalrukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal,

. terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. o

(2) Selekm calon peserta didik bara kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan

- mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal

calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang
ditetapkan. ,

(3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon
peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka
difakulan dengan niempﬁaritaskan peserta didik vang memiliki nilai ujiah
Sekolah berstandar nasional lebih tingm.

Pasal 29

{1) Apabila berdasarkan hasil seicksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon
' peserta didik yang meleb1h1 daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan
kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai
- dengan kewenangannya ;
{2) Dinas pendldlkan sesuai dengan kewenangannya wajib menya]urkan
] kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pada
_ | Sekolah 1ain dalam zonasi vang sama.
[3] Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana d1maksud
- pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam
zonasi terdekat. :
(4) Penyaluran peserta deJk ke Sekelah lain sebagaimana dithaksud pada ay%t
{3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang disclenggarakan oléh
masyarakat sesnai kriteria yang ditenfukan oleh Pemerintah Daerah. |
(9 Ketemtuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat { )
dilakukan sebelum pengumurman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
(6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemennt;h
Daerah dilarang: ;_

a. menambah Jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar vang ada
telah memenuhi atan melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam
standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak mermiliki lahan; dan/ atam

b. menambah ruang kelas baru.

Af
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Pasal 30 i
Dalam hal daya tampuné untuk jatur afirmasi atau jalur perpindahan tugas
orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak

tﬁmj]at tinggal terdekat Ie Sekolah.

Pasal 31

el

Dalam hal daya tampung untuk jahur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi '
dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah. W

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan

Pasal 32

(1) Pengumuman peneta;jaan pescria didik baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam
PPDB. ;

(2) Penetzipan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru
_ﬁang_dipimpm oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepali_a
Sekolah. |

(3). Palam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pads ayat {2) belum
.ﬂaﬁniﬁf, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yartl-g
borwenang.

. Bagian Keenam.
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 33

1' (1} Daftar ulang sebagaﬁnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan
oleh calon pesertd didik baru yang telah diterima untuk memastikan
statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan

 menunjukkan dokiimen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.’
{2} Pendataan ulang dilakukean oleh TK dan Sekolah untuk memastikan staéﬁs
| peserta didik lama pada Sckolah yang bersangkutan. *
(3) Pendataan ulang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufe tid‘ék
© dipungut biaya. K
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. Biaya

Pasal 34
(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasmnal

Sekclah tidak dipungut biaya.
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: "

a. melakukan pungutan danfatau sumbangan yang terkait denaa.n
pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang

dikaitkan dengan PPDB.

‘ BAB it .
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK ‘)
Pasal 35

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten kota

. antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar prD‘ii‘lnSl.
" dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala

Sekolah yang d1tu_1u
(2) Dalam hal terdapat perpmda.han peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka Sel{olah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodﬂc

Perpitidahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(3)
(2} wajib memenuh1 ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonam

- yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
i

Pasal 36 _
(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah

memenuhi:

a. surat permyataan dari kepala Sekolah asal; ..
b. surat keterangan dan direktur jenderal yang menangani bidang ﬁ
pendidikan dasar dan menengah; dan fﬁ

¢. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang
ke

X _ditagju. :
(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indenesia

2N

3
%

setelah: ;
'a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang memblﬂm}s:an
bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendldlkan
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c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang,
pendidikan dasar dan menengah; dan u

d. huius tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang
dituju. -r "
Pasal 37 "

{1} Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SO
tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan pcnempatan
yang diselenggarakan oleh 8D yang bersangkutan.

(2} Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP

| tidak pada awal kelas 7 [tujuh) setelah memenuhi persyaratan: '
a. memiliki fjazah kesetaraan program Paket A; dan
b. lulus tes kellayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP
yang bersangkutamn.

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikah
nonformal/informal ke Sekolah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dau

ayat (2), malka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodilk:”

¥

- ,_ BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38 J}
{1) Sckolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran dafa
peserta didik dan Rembongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (sati) semester. d
(2} Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik
~ antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah dalam hal

* ini Dinas Dikmudora Kab. Kolaka Timur sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dinas Dikmudora kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan untuk

mesnerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. :'
(4] Masyarakat dapaf_c mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam

" pelaksanaan PPDB "'melalui laman www, dikmudora.kol akattmurkab.qo.ld. L

Pasal 39

(1) Dinas pendidikan kabupaten melakukan koordinasi, pemantanan, dan
evaluasi pelaksanaan PPDB. 4
(2} Dinas ,pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelalcsanain
PPDB kepada Kementerian melahii lembaga penjaminan mutu pendidﬂ:;%n

paling lambat 3 {tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
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Pasal 40 3

Dalam pelaksanaan P&aturan Bupati ini Dinas Pendidikan Lkebupaten,
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang dxselengga.rakarf'
oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya. -

BAB V
SANKS]I

Pasal 41

Pcma.lsﬁan terhadap: ﬁ
a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {2); y
b, butkti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mamp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan
c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenai sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. i

Pasal 42 "

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengaji}
ketentuan Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan sanksi kepada
kepale Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. teguran terfulis; ‘

2. penundaan atau pengurangan hak;

3. bembebasan tugas; dan/atau

4, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
[2] Tata cara pembcnan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang br:rlaku
Pasal 43

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan
pers'.yamtan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan
Bupati ini.

|_J.
P

ol
Rl

) BAR VI y
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bagi Sekolah yang diselenggarakan olech masyarakat yang menerima dana
bantuan GPE:I'H.S-IDHB.IE Sekolah, mulai tahun ajaran  2020/2021 wajib
. melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

h
[
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Pasal 45 L

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan
mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga:
atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat [2-]-;;
dapat diterbitkan paling %ingkat & (enamj bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

» BAB VI1
" KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ‘
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Timur.
Ditetapkan di : Tirawuta ¢
i
pada tanggal April 2020
'* .
PARAF KOORDINASL "I: BRUPAT T!MUR, "
Na. Ns Jabatan | | Ppesfl - .
2 fasDe Kk [Asqen 8 [ 117 AR
3 ugy-Soeyp - 4 Wk Uikiioden | Ze AH
4 Jichlas 59 mu {lealat Wonon |5 .. H. TONY HERBIANSY
Diundangkan di ; Tirawuta _ |
Pada Tanggal April 2020 1

SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA TIMUR

¥

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020, NOMOR ...
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